
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR 51 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

 

Menimbang  : a. bahwa pelaporan harta kekayaan pejabat di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora merupakan 

salah satu wujud transparansi pejabat dalam rangka 

mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindak 

pidana korupsi; 

b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan 

integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Blora, maka perlu dilakukan perluasan wajib lapor 

harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara; 

c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian 

hukum dalam penetapan perluasan wajib lapor 

harta kekayaan di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2022 

tentang  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora 

perlu diubah dan disesuaikan;  

 

 

 

 



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 

2022 tentang Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Blora; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang –Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Blora 

dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas 

Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

 



6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 572); 

7. Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2022 

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora 

(Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 

33); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN  2022 TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 

NEGARA LINGKUNGAN DI PEMERINTAH KABUPATEN 

BLORA. 

  Pasal I 

  Ketentuan ayat (2) Pasal 2 Peraturan Bupati Blora Nomor 

33 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2022 Nomor 33) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut: 

  Pasal 2 

(1) Penyelenggara Negara di Daerah wajib menyampaikan 

LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. Bupati; 

b. Wakil Bupati; 

c. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

d. pejabat struktural; 

e. pejabat fungsional auditor; 

 



f. pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan di Daerah; 

g. direksi, komisaris/dewan pengawas dan pejabat 

struktural pada badan usaha milik Daerah. 

h. kepala desa; dan 

i. ajudan Bupati/Wakil Bupati. 

  
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 27 Desember 2023  

BUPATI BLORA, 

Cap Ttd. 

ARIEF ROHMAN 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 27 Desember 2027  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap Ttd.         

KOMANG GEDE IRAWADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 51 

 

 

 Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, 

 

 

SLAMET SETIONO, SH, MM 

NIP. 19770111 200501 1 006 

  

    

 

 

 

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE 
(Balai Sertifikasi Elektronik).  
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